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	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN GEDEG
Jalan Raya S. Prawiryo Sudirdjo No. 63 Terusan, Kode Pos 61351 Telepon ( 0321 ) 361123 Email : kecamatangedeg@yahoo.com
Website :http://gedeg.mojokertokab.go.id





KEPUTUSAN CAMAT GEDEG
NOMOR 188.45 / 79 / 416-314 / 2022
TENTANG

  HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KEMANTREN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2023 
CAMAT GEDEG,
Menimbang        
: 
bahwa guna melaksanakan ketentuan pada lampiran I Perbub 86 tahun 2019 bagian I tentang perencanaan dan anggaran III tentang Penyusunan Perubahan APBDES bagian C langkah langkah penyusunan poin 6 bahwa Camat menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023; 
Mengingat                   : 
 1.
Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1950  tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum; 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2021 tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa yang di ubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021.
MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa  tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Kemantren  sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

	3KEDUA
	:
	Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Kemantren sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

	KETIGA
	:
	Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


 

           Ditetapkan di Gedeg 
           Pada tanggal 9 Oktober  2023
          CAMAT GEDEG

            MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN


LEMBAR EVALUASI APBDESA

KECAMATAN BALONGSARI – KABUPATEN MOJOKERTO

Kabupaten
: Mojokerto

Kecamatan
: Balongsari
Desa
: Balongsari
	No.
	Aspek/ Komponen Periksa
	Kesesuaian
	Alat Verifikasi
	Keterangan

	
	
	Ya
	Tidak
	
	

	1
	Aspek Administrasi dan Legalitas
	
	
	
	

	1.1
	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap
	
	
	
	

	1.2
	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubaham APB Desa dilakukan tepat waktu
	
	
	Keputusan hasil  Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)
	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama.  Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Walikota
atau camat untuk dievaluasi

	1.3
	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubaham APB Desa
	
	
	Keputusan hasil  Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB
Desa/Perubahan APB Desa
	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

	Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	2
	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa

	2.1
	Umum
	
	
	
	

	2.1.1
	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan
tahun berkenaan.


	
	
	RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan
	

	2.1.2
	Apakah penempatan pos Pendapatan telah
sesuai dengan peraturan Perundang- undangan
	
	
	
	

	2.2
	Pendapatan
	
	
	
	

	2.2.1
	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis

	
	
	
	

	2.2.2
	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam
Peraturan Desa

	
	
	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)
	

	2.2.3
	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.


	
	
	
	

	2.3
	Belanja
	
	
	
	

	2.3.1
	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan.


	
	
	
	

	2.3.2
	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa
	
	
	Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa

	

	2.3.3
	Apakah ada program/kegiatan yang
dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)

	
	
	
	

	2.3.4
	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk:
1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat desa.

2. operasional pemerintahan Desa;
3. tunjangan dan operasional BPD.

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

	
	
	
	

	2.3.5
	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan
Bupati/Walikota.

	
	
	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat

Desa
	

	2.3.6
	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam
peraturan Bupati/Walikota.


	
	
	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat

Desa
	

	2.3.7
	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan
geografis (Standar Harga)
	
	
	Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota
	

	2.4
	Pembiayaan
	
	
	
	

	2.4.1
	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-
Undangan.


	
	
	
	

	2.4.2
	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan
	
	
	
	

	2.4.3
	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah
ditetapkan dengan Peraturan Desa
	
	
	Peraturan Desa tentang Dana

Cadangan
	

	2.4.4
	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes
	
	
	
	

	2.4.5
	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalaui Peraturan Desa dan memenuhi nilai
kelayakan usaha.


	
	
	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha
	

	2.4.6
	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya.
	
	
	
	

	2.4.7
	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah
SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.
	
	
	
	

	Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	Evaluasi dilakukan pada tanggal : _____________________
	Tanda Tangan Ketua Tim Verifikasi

                   _____________________________________________

	Hasil Evaluasi (Coret yang tidak perlu)

          Untuk Disetujui Bupati

          Untuk Diperbaiki Desa
	Nama        : TJATOER EDY NOVIANTO, S.Sos
Jabatan    : CAMAT BALONGSARI



